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ABSTRAK 

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre) 

 

Pertambangan batubara tanpa izin (PETI) menjadi masalah serius di Indonesia, terutama 

di Sumatera Selatan, menyebabkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan konflik 

sosial. Fenomena ini melanggar Undang-Undang Minerba, dengan ribuan lokasi ilegal 

yang mengancam kelestarian sumber daya alam dan hak masyarakat atas lingkungan 

sehat sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 28H. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pertanggungjawaban pidana pelaku PETI dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN 

Mre serta mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana. 

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan dan konseptual, menggunakan 

data sekunder berupa bahan hukum primer (UU Minerba, KUHP, putusan pengadilan), 

sekunder (buku, jurnal), dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, 

dianalisis secara deskriptif-analitis deduktif. Pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 

158 UU No. 3/2020 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melalui pembuktian lengkap unsur 

subjek, perbuatan penambangan tanpa izin (PIT, alat berat, stockpile), kesengajaan, dan 

tidak adanya alasan pemaaf, dengan sanksi 4 tahun penjara dan denda Rp50.000.000.000. 

Pertimbangan hakim mencakup pertimbangan yuridis yaitu (dakwaan alternatif, alat bukti 

saksi/ahli/surat/barang, penolakan Pasal 161) dan non-yuridis (hal yang memberatkan 

yaitu rugi negara, rusak lingkungan dan yang meringankan yaitu pengakuan perbuatan), 

sehingga putusan proporsional dan mendukung penegakan hukum pidana lingkungan 

 

Kata kunci : Pelaku, Tindak Pidana, Pertambangan, Batubara, Tanpa Izin. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE DECISION ON PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS 

OF COAL MINING WITHOUT A PERMIT (STUDY OF DECISION NUMBER 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre 

 

Illegal coal mining (PETI) is a serious problem in Indonesia, especially in South 

Sumatra, causing state losses, environmental damage, and social conflict. This 

phenomenon violates the Mineral and Coal Mining Law, with thousands of illegal 

locations threatening the sustainability of natural resources and the community's right to 

a healthy environment as guaranteed by Article 28H of the 1945 Constitution. This study 

aims to analyze the criminal liability of PETI perpetrators in Decision Number 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre and identify the judge's legal considerations in sentencing. 

Normative legal research with a regulatory and contextual approach, using secondary 

data in the form of primary legal materials (Minerba Law, Criminal Code, court 

decisions), secondary (books, journals), and tertiary. Data collection techniques through 

literature studies, explained descriptively-analytical deductive. The perpetrators were 

proven to have violated Article 158 of Law No. 3/2020 in conjunction with Article 55 

paragraph (1) point 1 of the Criminal Code through complete proof of the subject 

elements, acts of mining without a permit (PIT, heavy equipment, stockpiling), 

intentional, and without any excuse, with a penalty of 4 years imprisonment and a fine of 

IDR 50,000,000,000. The judge's considerations include legal considerations, namely 

(alternative charges, evidence from witnesses/experts/documents/items, approval of 

Article 161) and non-legal considerations (aggravating factors, namely state losses, 

environmental damage, and mitigating factors, namely admission of the act), so that the 

sentence is proportional and supports the enforcement of environmental criminal law. 

 

Keywords: Perpetrator, Criminal Liability, Crime, Mining, Coal, Without a Permit. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

 Pelrtambangan adalah suatu kelgiatan pelngambilan atau elkstraksi minelral 

dan bahan galian belrharga lainnya dari dalam bumi, baik yang belrada di 

pelrmukaan maupun di bawah pelrmukaan tanah. Kelgiatan ini melncakup 

rangkaian prosels mulai dari pelnyellidikan, elksplorasi, elksploitasi, pelngolahan, 

hingga pelmasaran hasil tambang.1 Melnurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 telntang Pelrtambangan Minelral dan Batubara, pelrtambangan 

adalah selbagian atau selluruh tahapan kelgiatan dalam rangka pelnellitian, 

pelngellolaan dan pelngusahaan minelral atau batubara yang melliputi 

pelnyellidikan umum, elksplorasi, studi kellayakan, konstruksi, pelnambangan, 

pelngolahan dan pelmurnian, pelngangkutan dan pelnjualan, selrta kelgiatan pasca 

tambang. 

Pelrtambangan melmiliki pelran stratelgis dalam pelmbangunan elkonomi 

nasional karelna melnjadi sumbelr delvisa nelgara, pelnyeldia lapangan kelrja, dan 

pelnggelrak pelrtumbuhan elkonomi daelrah. Namun, kelgiatan pelrtambangan 

juga melmbawa dampak lingkungan yang harus dikellola delngan baik mellalui 

sistelm pelrizinan yang keltat. Indonelsia melrupakan nelgara yang melmiliki 

kelkayaan sumbelr daya alam minelral dan batu bara yang sangat mellimpah, 

dimana potelnsi ini telrselbar hampir di selluruh wilayah nusantara. Batu bara 

selbagai salah satu komoditas unggulan dalam selktor pelrtambangan melmiliki 

 
1 Haryadi, H. (2018). "Analisis Pelranan Minelral dan Batubara Bagi Pelrelkonomian 

Nasional". Jurnal Telknologi Minelral dan Batubara Vol.7/No.3/2018, http:doi/10.30556/jtmb.Vol7 

.No3.2011.823.  
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pelran stratelgis dalam pelmbangunan elkonomi nasional, baik selbagai sumbelr 

elnelrgi maupun selbagai komoditas elkspor yang melmbelrikan kontribusi 

signifikan telrhadap delvisa nelgara. Belrdasarkan data Kelmelntelrian ELnelrgi dan 

Sumbelr Daya Minelral, Indonelsia telrcatat selbagai salah satu nelgara produseln 

dan elksportir batu bara telrbelsar di dunia, delngan cadangan batu bara yang 

melncapai miliaran ton telrselbar di belrbagai provinsi di Indonelsia.2 

Seliring delngan melningkatnya aktivitas pelrtambangan batu bara di 

Indonelsia, pelrmasalahan pelrtambangan ilelgal atau pelrtambangan tanpa izin 

melnjadi felnomelna yang selmakin melngkhawatirkan dan melnimbulkan 

belrbagai dampak nelgatif yang multidimelnsional. Pelrtambangan batu bara 

tanpa izin atau yang selring dikelnal delngan istilah Pelrtambangan Tanpa Izin 

(PELTI) atau illelgal mining melrupakan kelgiatan usaha pelrtambangan yang 

dilakukan olelh selselorang atau selkellompok orang tanpa melmiliki izin usaha 

pelrtambangan yang sah dari pelmelrintah selbagaimana diatur dalam pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku. 3 

Pelrtambangan batubara ilelgal atau yang dikelnal selbagai 

Pelrtambangan Tanpa Izin (PELTI) melnjadi masalah selrius di Indonelsia. 

Belrdasarkan data Kelmelntelrian ELSDM (ELnelrgi dan Sumbelr Daya Minelral) 

tahun 2021, telrdapat lelbih dari 2.700 lokasi pelrtambangan ilelgal yang 

telrselbar di Indonelsia, delngan selkitar 96 lokasi melrupakan tambang batubara 

ilelgal dan 2.645 lokasi tambang minelral ilelgal, Provinsi Sumatelra Sellatan 

 
2 Kelmelntelrian ELnelrgi dan Sumbelr Daya Minelral “Laporan Potelnsi Minelral dan 

Batubara”. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm 7. 
3 Ahmad Reldi, “Dilelma Pelnelgakan Hukum Pelrtambangan Minelral dan Batubara Tanpa Izin 

pada Pelrtambangan Skala Kelcil”, Relchts Vinding Vol.5/No.3/Nov/2021, 

https://doi.org/10.33331/relchtsvinding.v5i3.152.  

https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.152
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telrcatat selbagai salah satu daelrah delngan jumlah lokasi PELTI telrbanyak. 

Praktik pelrtambangan ilelgal ini sangat melrugikan nelgara karelna dilakukan 

tanpa melmiliki Izin Usaha Pelrtambangan (IUP), Izin Pelrtambangan Rakyat 

(IPR), maupun Izin Usaha Pelrtambangan Khusus (IUPK). Pellaku tambang 

ilelgal biasanya melngambil batubara dari wilayah yang bukan haknya, 

telrmasuk lahan pelrkelbunan atau bahkan masuk kel arela konselsi pelrusahaan 

tambang lelgal.4 

Salah satu kasus telrbelsar yang telrungkap adalah di Sumatelra Sellatan 

pada Oktobelr 2024. Selorang pellaku delngan inisial BC mellakukan 

pelnambangan batubara ilelgal yang melrugikan nelgara hingga seltelngah triliun 

rupiah, dan ia telrancam hukuman pelnjara maksimal 5 tahun selrta delnda Rp 

100 miliar akibat kelgiatan pelnambangan tanpa izin. pellaku telrselbut juga 

dijelrat kasus pelncucian uang karelna melnggunakan hasil tambang ilelgal untuk 

melmbelli belrbagai aselt. Pelnyidik melnyita belrbagai aselt milik BC selnilai Rp 

13 miliar yang diduga melrupakan hasil dari Tindak Pidana Pelncucian Uang 

(TPPU) dari tambang ilelgal. Ini melnunjukkan bahwa praktik tambang ilelgal 

tidak hanya dilakukan selcara kelcil-kelcilan, teltapi juga mellibatkan opelrasi 

belrskala belsar delngan pelralatan modelrn.5 

 

 

 
4 Kelmelntelrian ELelnelrgi dan Sumbelr Daya Minelral “Pelrtambangan Tanpa Izin Pelrlu 

Melnjadi Pelrhatian Belrsama”. Jakarta: Sinar Garifika, 2022, hlm 12. 
5 Adrian Fajriansyah “Tambang Batubara Ilelgal Rugikan Nelgara Seltelngah Triliun 

Rupiah” ditelrbitkan pada tanggal 21 Oktobelr 2024 Jam 19:20 WIB 

https://www.kompas.id/artikell/tambang-batu-bara-ilelgal-rugikan-nelgara-seltelngah-triliun-rupiah-

pellaku-ditangkap-belrsama-barang-bukti-selnilai-rp-13-miliar diaksels pada tanggal 13 Oktobelr 

2025 Jam 00:31. 

https://www.kompas.id/artikel/tambang-batu-bara-ilegal-rugikan-negara-setengah-triliun-rupiah-pelaku-ditangkap-bersama-barang-bukti-senilai-rp-13-miliar
https://www.kompas.id/artikel/tambang-batu-bara-ilegal-rugikan-negara-setengah-triliun-rupiah-pelaku-ditangkap-bersama-barang-bukti-senilai-rp-13-miliar
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Belrdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Minelrba telntang 

Pelrtambangan Minelral dan Batubara, pellaku pelrtambangan tanpa izin dapat 

dipelnjara maksimal 10 tahun dan didelnda maksimal Rp 10 miliar, Melmahami 

urgelnsi dan komplelksitas pelrmasalahan pelrtambangan batu bara tanpa izin, 

pelmelrintah Indonelsia tellah melngatur selcara telgas melngelnai kelgiatan 

pelrtambangan mellalui belrbagai pelraturan pelrundang-undangan, dimana 

pelngaturan utama telrkait pelrtambangan minelral dan batu bara diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telntang Pelrtambangan Minelral dan 

Batubara yang kelmudian tellah melngalami pelrubahan mellalui Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 telntang Pelrubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 telntang Pelrtambangan Minelral dan Batubara 

(sellanjutnya diselbut Undang-Undang Minelrba). Undang-undang ini melngatur 

selcara komprelhelnsif melngelnai tata kellola pelrtambangan di Indonelsia, mulai 

dari sistelm pelrizinan, kelwelnangan pelmelrintah pusat dan daelrah, hak dan 

kelwajiban pelmelgang izin, hingga sanksi pidana dan administratif bagi 

pellanggar keltelntuan pelrtambangan.  

Khusus melngelnai pelrtambangan tanpa izin, Undang-Undang Minelrba 

selcara telgas melngkatelgorikannya selbagai tindak pidana yang diancam 

delngan sanksi yang belrat, selbagaimana telrcantum dalam Pasal 158 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang melnyatakan bahwa seltiap orang yang 

mellakukan usaha pelnambangan tanpa izin usaha selbagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 35, dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan delnda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (selratus miliar rupiah). 6 

Pelrtanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pelrtambangan batu 

bara tanpa izin melmiliki karaktelristik khusus melngingat tindak pidana ini 

telrmasuk dalam katelgori tindak pidana lingkungan hidup yang diatur selcara 

khusus dalam undang-undang selktor lelx spelcialis. Telori pelrtanggungjawaban 

pidana yang dikelmbangkan olelh para ahli hukum pidana selpelrti Moelljatno, 

Roelslan Salelh, dan Sudarto, melnelgaskan bahwa pelrtanggungjawaban pidana 

melngandung makna bahwa seltiap orang yang mellakukan pelrbuatan pidana 

atau tindak pidana, selpanjang ia mampu belrtanggung jawab, akan dimintai 

pelrtanggungjawaban atas pelrbuatan telrselbut. 7 

Dalam pelrspelktif hukum pidana modelrn, pelrtanggungjawaban pidana 

tidak hanya ditujukan untuk melmbelrikan pelmbalasan (velrgellding) kelpada 

pellaku keljahatan, teltapi juga melmiliki tujuan prelvelntif untuk melncelgah 

telrjadinya keljahatan di masa melndatang selrta tujuan relhabilitatif untuk 

melmpelrbaiki pelrilaku pellaku agar tidak melngulangi pelrbuatannya. Khusus 

dalam kontelks tindak pidana pelrtambangan tanpa izin, pelnelrapan 

pelrtanggungjawaban pidana melmiliki dimelnsi yang lelbih luas karelna tidak 

 
6 Kelvin Yordan Malelel, “Pelrtanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Pelrtambangan Illelgal Mining Melnurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” , Lelx Privatum 

Vol.IX/No.8/Jul/2021, https://eljournal.unsrat.ac.id/indelx.php/lelxprivatum/articlel/download/  

35178/32937.  
7 Aksi Sinurat, 2023 “Azas-Azas Hukum Pidana Matelril di Indonelsia”, Kupang: 

Lelmbaga Pelnellitian Univelrsitas Nusa Celndana, hlm 218. 
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hanya melnyangkut kelrugian elkonomi nelgara, teltapi juga melnyangkut 

pelrlindungan lingkungan hidup dan kelbelrlanjutan sumbelr daya alam. 8 

Dalam praktik pelnelgakan hukum telrhadap tindak pidana 

pelrtambangan tanpa izin, telrdapat belrbagai tantangan dan kelndala yang 

dihadapi olelh aparat pelnelgak hukum dalam melnelrapkan keltelntuan pidana 

selbagaimana diatur dalam Undang-Undang Minelrba. Tantangan pelrtama 

belrkaitan delngan aspelk pelmbuktian, dimana dalam banyak kasus 

pelrtambangan ilelgal, pellaku selringkali belrdalih bahwa melrelka tidak 

melngeltahui bahwa kelgiatan yang dilakukan melmelrlukan izin khusus, atau 

melrelka melngklaim bahwa tanah yang ditambang melrupakan tanah milik 

pribadi selhingga melrelka melrasa belrhak mellakukan kelgiatan pelrtambangan 

tanpa izin. Tantangan keldua belrkaitan delngan koordinasi antar instansi 

pelnelgak hukum dan pelmelrintah daelrah, dimana selringkali telrjadi tumpang 

tindih kelwelnangan atau kurangnya sinelrgi dalam mellakukan pelngawasan dan 

pelnindakan telrhadap kelgiatan pelrtambangan ilelgal. Tantangan keltiga 

belrkaitan delngan aspelk pelnjatuhan sanksi olelh hakim, dimana dalam 

belrbagai putusan pelngadilan, hakim selringkali melnjatuhkan vonis yang 

rellatif ringan dibandingkan delngan ancaman maksimal yang diatur dalam 

undang-undang, selhingga melnimbulkan pelrtanyaan melngelnai elfelktivitas 

sanksi pidana dalam melmbelrikan elfelk jelra kelpada pellaku pelrtambangan 

ilelgal. 9 

 
8 Ibid. 
9 Alvika Fatmawati Dwi Putri, 2021, “Kelbijakan Hukum Pidana dalam Pelnanggulangan 

Tindak Pidana du Bidang Pe lrtambangan” , Jurnal Pelmbangunan Hukum Indonelsia, 

Vol/3,No/3/2021.  https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.12609. 

https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.12609


7 

 

 

 

Kondisi ini melngindikasikan pelrlunya kajian melndalam melngelnai 

implelmelntasi pelrtanggungjawaban pidana dalam kasus pelrtambangan tanpa 

izin, khususnya delngan melnganalisis putusan-putusan pelngadilan yang tellah 

belrkelkuatan hukum teltap untuk melmahami bagaimana hakim melnelrapkan 

keltelntuan pidana dan faktor-faktor apa saja yang melnjadi pelrtimbangan 

dalam melnjatuhkan sanksi kelpada pellaku. Salah satu putusan pelngadilan 

yang melnarik untuk dikaji selcara melndalam adalah Putusan Nomor 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel (Pelngadilan Nelgelri Muara ELnim) yang 

melmutus pelrkara tindak pidana pelrtambangan batu bara tanpa izin.  

Analisis telrhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel ini 

melnjadi sangat rellelvan dalam kontelks pelnelgakan hukum lingkungan hidup di 

Indonelsia, melngingat tindak pidana pelrtambangan tanpa izin tidak dapat 

dipisahkan dari aspelk pelrlindungan dan pelngellolaan lingkungan hidup 

selbagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

telntang Pelrlindungan dan Pelngellolaan Lingkungan Hidup. Pelrtambangan 

batu bara yang dilakukan tanpa izin dan tanpa melmpelrhatikan kaidah-kaidah 

pelngellolaan lingkungan yang baik akan melnimbulkan dampak kelrusakan 

lingkungan yang sangat selrius dan dalam jangka panjang dapat melngancam 

kelbelrlanjutan elkosistelm dan kelseljahtelraan masyarakat. 

Diatur dalam Al-Qur’an melngelnai larangan untuk melrusak bumi, 

yaitu dalam firman Allah SWT pada QS. Al-A'raf ayat 56 yang melnyatakan:  
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حِهَا  وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ۚوَلََ تفُْسِدوُا۟ فىِ ٱلْْرَْضِ بعَْدَ إِصْلََٰ  

    ۝٥٦ ِ قرَِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنيِ     إِنَّ رَحْمَتَ اللََّّ

Artinya : Dan janganlah kamu melmbuat kelrusakan di muka bumi, selsudah 

(Allah) melmpelrbaikinya dan belrdoalah kelpada-Nya delngan rasa takut (tidak 

akan ditelrima) dan harapan (akan dikabulkan). Selsungguhnya rahmat Allah 

amat delkat kelpada orang-orang yang belrbuat baik. (Q.S Al-A’raf: 56).10 

Ayat ini mellarang manusia mellakukan kelrusakan telrhadap bumi yang 

tellah diciptakan Allah dalam keladaan baik dan selimbang. Pelrtambangan 

tanpa izin yang tidak telrkontrol belrpotelnsi melrusak elkosistelm, melncelmari 

lingkungan, dan melnimbulkan kelrugian jangka panjang bagi kelhidupan. Pasal 

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945 

melnelgaskan bahwa seltiap orang belrhak hidup seljahtelra lahir dan batin, 

belrtelmpat tinggal, dan melndapatkan lingkungan hidup yang baik dan selhat. 

Belrdasarkan jaminan konstitusional telrselbut, pelrtanggungjawaban pidana 

dalam kasus pelrtambangan ilelgal harus dipahami tidak hanya dalam dimelnsi 

pelnelgakan keltelrtiban administrasi pelrtambangan, teltapi juga dalam dimelnsi 

pelrlindungan lingkungan hidup selbagai hak fundamelntal seltiap warga nelgara. 

Lelbih lanjut, kajian telrhadap pelrtanggungjawaban pidana dalam kasus 

pelrtambangan tanpa izin pelrlu melmpelrtimbangkan aspelk kelbijakan hukum 

pidana (criminal policy) yang tidak selmata-mata belrorielntasi pada pelnjatuhan 

 
10 Al Qur’an Surah Al – A’raf Ayat 56. 
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sanksi yang belrat, mellainkan juga pada upaya pelncelgahan, pelmulihan 

kelrusakan lingkungan, dan pelmbinaan telrhadap pellaku. 

Barda Nawawi Arielf dalam kasus tindak pidana pelrtambangan tanpa 

izin, hakim pelrlu melmpelrtimbangkan belrbagai faktor selpelrti motif dan latar 

bellakang pellaku mellakukan pelnambangan ilelgal, skala dan dampak kelgiatan 

pelrtambangan telrselbut telrhadap lingkungan dan masyarakat, tingkat 

kelsalahan pellaku, pelran dan keldudukan pellaku dalam kelgiatan pelrtambangan 

ilelgal, upaya pellaku dalam melmulihkan kelrusakan lingkungan, selrta dampak 

pelmidanaan telrhadap pellaku dan kelluarganya. Pelrtimbangan-pelrtimbangan 

ini melnjadi sangat pelnting dalam melwujudkan putusan yang tidak hanya 

melmelnuhi aspelk kelpastian hukum (lelgal celrtainty) teltapi juga aspelk keladilan 

(justicel) dan kelmanfaatan (utility) selbagaimana melnjadi tujuan hukum 

melnurut telori yang dikelmbangkan olelh Gustav Radbruch.11 

Mellalui idelntifikasi melndalam telrhadap pelrtanggungjawaban pidana 

dalam tindak pidana pelrtambangan batubara tanpa izin, pelnellitian ini 

belrtujuan untuk, pelrtama, melnganalisis bagaimana pelnelrapan 

pelrtanggungjawaban pidana telrhadap pellaku pelrtambangan ilelgal ditelrapkan 

dalam sistelm hukum pidana Indonelsia, khususnya mellalui kajian telrhadap 

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel. Keldua, melnjellaskan 

pelrtimbangan hukum hakim dalam melnjatuhkan putusan telrhadap pellaku 

tindak pidana pelrtambangan batubara tanpa izin, telrmasuk aspelk pelmbuktian 

 
11 Barda Nawawi Arielf, 2023 “Masalah Pelnelgakan Hukum dan Kelbijakan Hukum 

Pidana dalam pelnanggulangan Keljahatan”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 153 
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unsur-unsur tindak pidana, pelnilaian kelsalahan pellaku, selrta faktor-faktor 

yang melmbelratkan dan melringankan dalam pelmidanaan. 

 Belrdasarkan Latar bellakang telrselbut, Pelnulis telrtarik untuk 

melngangkatnya dalam selbuah pelnellitian yang belrjudul "Analisis Putusan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin 

(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)"  

 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Adapun Rumusan Masalah yang akan dibahas pada proposal pelnellitian 

skripsi ini adalah, selbagai belrikut : 

1. Bagaimana Pelrtanggungjawaban Pidana telrhadap Pellaku Tindak 

Pidana Pelrtambangan Ilelgal Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel? 

2. Bagaimana Pelrtimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam 

melnjatuhkan Putusan telrhadap Pellaku Tindak Pidana Pelrtambangan 

Ilelgal Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel  

 

C. RUANG LINGKUP 

 Pelnellitian ini berfokus dengan pelmbahasan hanya pada aspelk hukum 

pidana telrkait pelrtanggungjawaban pidana pellaku pelrtambangan batubara 

tanpa izin, selhingga tidak akan melngkaji aspelk hukum pelrdata selpelrti tuntutan 

ganti rugi maupun aspelk hukum administrasi melngelnai proseldur dan 

melkanismel pelrizinan pelrtambangan selcara deltail, yang melnjadi objelk utama 
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pelnellitian adalah satu putusan pelngadilan saja, yaitu Putusan Nomor 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel yang dikelluarkan olelh Pelngadilan Nelgelri Muara 

ELnim. Delngan delmikian, pelnellitian ini tidak akan melmbahas putusan-putusan 

pelngadilan lain atau kasus-kasus pelrtambangan ilelgal yang telrjadi di daelrah 

atau pelngadilan lainnya. 

 

D.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. TUJUAN PENELITIAN 

a) Pelnellitian ini belrtujuan untuk melngeltahui dan melnganalisis pelnelrapan 

pelrtanggungjawaban pidana telrhadap pellaku pelrtambangan batubara 

tanpa izin dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel.  

b)  Pelnellitian ini juga belrtujuan untuk melngidelntifikasi dan melnganalisis 

dasar pelrtimbangan hukum yang digunakan majellis hakim dalam 

melnjatuhkan putusan.  

2.  MANFAAT PENELITIAN 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan kontribusi dan manfaat 

Baik selcara teloritis maupun praktis bagi belrbagai pihak: 

a). Manfaat Teoritis  

1) Pelnellitian ini melmpelrkaya khazanah ilmu hukum pidana, 

khususnya tindak pidana lingkungan hidup dan pelrtambangan. 

Hasil pelnellitian dapat melnjadi relfelrelnsi akadelmis dalam 

melmahami pelnelrapan telori pelrtanggungjawaban pidana pada kasus 

pelrtambangan ilelgal, selrta melmbelrikan litelratur baru telntang 
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pelnelgakan hukum telrhadap keljahatan lingkungan yang melrusak 

elkosistelm dan melrugikan nelgara. 

2) Pelnellitian ini juga dapat melnjadi Bahan kajian bagi pelnellitian 

sellanjutnya, hasil pelnellitian ini dapat dijadikan selbagai bahan rujukan 

atau pelmbanding bagi mahasiswa, pelnelliti, atau akadelmisi yang akan 

mellakukan pelnellitian seljelnis atau melngelmbangkan topik telrkait 

hukum pelrtambangan dan lingkungan hidup. 

b). Manfaat Praktis 

1).  Bagi Aparat Pelnelgak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan Bagi 

 Pelmelrintah dan Pelmbuat Kelbijakan. 

Pelnellitian ini melmbelrikan gambaran konkrelt telntang pelnanganan 

kasus pelrtambangan ilelgal dari tahap pelnyidikan hingga pelmelriksaan 

pelngadilan, selhingga melmbantu pelnelrapan hukum yang telpat dan 

konsisteln dalam kasus selrupa. Selrta hasil pelnellitian melnjadi bahan 

elvaluasi elfelktivitas pelraturan pelrundang-undangan dalam melncelgah 

dan melnindak pelrtambangan ilelgal selrta melnyelmpurnakan relgulasi 

dan pelngawasan kelgiatan pelrtambangan. 

2).  Bagi Masyarakat Umum, Bagi Pellaku Usaha Pelrtambangan dan Bagi 

 Pelnelliti. 

Melmbelrikan eldukasi telntang bahaya dan konselkuelnsi hukum 

pelrtambangan ilelgal agar masyarakat tidak telrlibat dalam praktik 

telrselbut juga lelbih pelduli telrhadap pellelstarian lingkungan. Dan agar 

pelnellitian ini melnjadi pelmbellajaran agar pelngusaha tambang 
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melnjalankan usaha selsuai keltelntuan hukum, melmiliki izin lelngkap, 

dan mellakukan kelgiatan pelrtambangan selcara belrtanggung jawab 

telrhadap lingkungan. Selrta selbagai sarana melnelrapkan ilmu hukum 

yang dipellajari, mellatih kelmampuan analisis kasus hukum, dan 

melmelnuhi syarat melmpelrolelh gellar sarjana hukum. 

 

E.   KERANGKA KONSEPTUAL 

1. Pelrtanggungjawaban Pidana 

Pelrtanggungjawaban Pidana adalah kelwajiban selselorang untuk 

melmpelrtanggungjawabkan pelrbuatan pidananya di hadapan hukum 

dan melnelrima sanksi jika telrbukti belrsalah. Melnurut Moelljatno, 

pellaku harus melnanggung akibat hukum dari pelrbuatannya 

belrdasarkan kelsalahan yang dilakukan, baik kelselngajaan maupun 

kellalaian. Syarat utamanya adalah pellaku harus mampu melmbeldakan 

pelrbuatan baik dan buruk selrta dapat melnelntukan kelhelndaknya 

selndiri. Hukum Indonelsia melnganut asas "geleln straf zondelr schuld" 

yang belrarti tidak ada pidana tanpa kelsalahan, selhingga selselorang baru 

dapat dipidana jika telrbukti melmiliki kelsalahan atas pelrbuatannya. 12 

 

 

 

 

 
12 Moelljatno, 2025 “Asas Asas Hukum Pidana” . Jakarta, Rinelka Cipta, hlm 163. 
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2. Pellaku  

Pellaku dalam hukum pidana adalah orang atau subjelk hukum yang 

mellakukan tindak pidana atau turut selrta mellakukan pelrbuatan yang 

dilarang dan diancam pidana olelh undang-undang13. Melnurut Pasal 55 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dipidana 

selbagai pellaku (dadelr) melliputi orang yang mellakukan (plelgeln), 

melnyuruh mellakukan (doeln plelgeln), turut selrta mellakukan 

(meldelplelgeln), dan melnggelrakkan orang lain untuk mellakukan 

(uitlokkeln) 

3. Pelrtambangan  

Pelrtambangan adalah selbagian atau selluruh tahapan kelgiatan 

dalam rangka pelnellitian, pelngellolaan, dan pelngusahaan minelral atau 

batubara yang melliputi pelnyellidikan umum, elksplorasi, studi 

kellayakan, konstruksi, pelnambangan, pelngolahan dan pelmurnian, 

pelngangkutan dan pelnjualan, selrta kelgiatan pascatambang 

14selbagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 telntang Pelrtambangan Minelral dan Batubara. Salim HS 

melnjellaskan bahwa pelrtambangan melrupakan kelgiatan pelngambilan 

atau elkstraksi minelral dan bahan galian belrharga dari dalam pelrut 

bumi yang dilakukan mellalui selrangkaian kelgiatan sistelmatis dan 

telrelncana untuk tujuan elkonomi. 

 
13 Lamintang, P.A.F. 2016. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonelsia”, Bandung, PT Citra 

Aditya Bakti, hlm 14. 
14 Firdaus, 2017. "Pelrelncanaan Tahapan Pelnambangan Bulanan pada Tambang Telrbuka 

Batubara Meltodel Opeln Pit". Jurnal GELOSAPTA, Vol.2,No.1.  http://dx.doi.org/10.20527/jg.v2i1.4200 

http://dx.doi.org/10.20527/jg.v2i1.4200
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4. Batu Bara 

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telntang 

Pelrtambangan Minelral dan Batubara melndelfinisikan batu bara selbagai 

elndapan selnyawa organik karbonan yang telrbelntuk selcara alamiah dari 

sisa tumbuh-tumbuhan yang melrupakan salah satu bahan bakar fosil. 

Belrdasarkan delfinisi telrselbut, batu bara telrmasuk dalam katelgori 

minelral selbagai bahan tambang stratelgis yang pelngellolaannya dikuasai 

olelh nelgara untuk selbelsar-belsar kelmakmuran rakyat. 

5. Tanpa Izin 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telntang Pelrtambangan 

Minelral dan Batubara melngatur bahwa seltiap kelgiatan usaha 

pelrtambangan wajib melmiliki izin yang sah dari peljabat yang 

belrwelnang, belrupa Izin Usaha Pelrtambangan (IUP), Izin 

Pelrtambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pelrtambangan Khusus 

(IUPK). Delngan delmikian, tanpa izin dalam kontelks pelrtambangan 

adalah mellakukan kelgiatan usaha pelrtambangan tanpa melmiliki salah 

satu dari keltiga jelnis izin telrselbut. 
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F.   REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN 

        Studi telrdahulu yang rellelvelan ialah yang digunakan untuk 

melmbandingkan pelnellitian yang seldang dilakukan delngan pelnellitian 

selbellumnya . 

Tabel 1.1 

 
15 Gocha Narcky Ranggalawel, 2023 “Dilelma Pelnelgakan Hukum Pelnyellelsaian 

Pelrtambangan Tanpa Izin”, Marwah Hukum, Vol. 1/Jan/2023, http://jurnal.um-

palelmbang.ac.id/marwah_hukum/articlel/vielw/5600 . 

No Nama Peneliti dan 

 Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Jurnal Gocha Narcky 

Ranggalawel (2023) 

delngan judul pelnellitian 

“Dilelma Pelnelgakan 

Hukum Pelnyellelsaian 

Pelrtambangan Tanpa 

Izin”.15 

Pelrsamaan pelnellitian filel 

jurnal delngan pelnellitian 

skripsi ini adalah sama-

sama melngkaji tindak 

pidana pelrtambangan 

tanpa izin dan melmbahas 

aspelk 

pelrtanggungjawaban 

pidana selbagai salah satu 

ellelmeln pelnting dalam 

prosels pelradilan. Keldua 

pelnellitian juga 

melnganalisis unsur-

unsur tindak pidana yang 

harus dibuktikan dalam 

pelrsidangan, khususnya 

unsur kelsalahan, 

kelmampuan belrtanggung 

jawab, dan tidak adanya 

alasan pelmaaf. 

Pelrbeldaannya telrleltak 

pada fokus kajian, dimana 

pelnellitian filel jurnal 

selcara khusus dan 

melndalam melmbahas 

aspelk pelnelgakan hukum 

selcara umum delngan 

melnawarkan solusi pelnal 

dan non-pelnal, seldangkan 

pelnellitian skripsi ini 

melmbahas 

pelrtanggungjawaban 

pidana selbagai bagian dari 

analisis kelselluruhan 

putusan yang juga 

melncakup pelrtimbangan 

hakim, katelgorisasi 

pidana khusus lingkungan 

hidup, dan sanksi yang 

dijatuhkan. 

2. Jurnal Alvika Fatmawati 

Dwi Putri (2021) delngan 

Pelrsamaan pelnellitian filel 

jurnal delngan skripsi ini 

Pelrbeldaan utama telrleltak 

pada pelndelkatan dan 

http://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/5600
http://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/5600
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16 Alvika Fatmawati Dwi Putri, 2021 “Kelbijakan Hukum Pidana dalam Pelnanggulangan 

Tindak Pidana di Bidang Pelrtambangan”, Jurnal Pelmbangunan Hukum Indonelsia, Vol. 

3/No.3/2021, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324  

judul pelnellitian 

“Kelbijakan Hukum 

Pidana dalam 

Pelnanggulangan Tindak 

Pidana di Bidang 

Pelrtambangan”16 

adalah sama-sama 

melngkaji tindak pidana 

pelrtambangan tanpa izin 

dan melmbahas 

pelrtanggungjawaban 

pidana belrdasarkan 

Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009. Kelduanya 

melnganalisis unsur-

unsur tindak pidana, 

sanksi pidana, dan pelran 

pelmelrintah dalam 

pelnelgakan hukum, selrta 

dampak lingkungan dari 

pelnambangan tanpa izin. 

fokus kajian. Filel jurnal 

melnggunakan pelndelkatan 

yuridis normatif murni 

untuk melmbelrikan 

relkomelndasi kelbijakan 

hukum pidana yang idelal 

di masa delpan, selpelrti 

kualifikasi yuridis, 

relcidivel, dan jelnis sanksi 

pidana. Skripsi ini 

melnganalisis studi kasus 

putusan spelsifik tahun 

2025 delngan katelgorisasi 

Pidana Khusus 

Lingkungan Hidup 

(Pid.Sus-LH), 

melnggabungkan analisis 

normatif delngan kasus 

nyata pelngadilan untuk 

mellihat bagaimana 

pelrtanggungjawaban 

pidana ditelrapkan dalam 

praktik, telrutama dalam 

pelrlindungan lingkungan 

yang lelbih keltat 

   3. Jurnal Ovelnllino 

Bawontari (2024) 

delngan judul Pelnellitian 

“Pelrtanggung Jawaban 

Pidana Pellaku 

Pelrtambangan Ilelgal 

Pelrsamaan pelnellitian filel 

jurnal delngan skripsi ini 

adalah sama-sama 

melngkaji 

pelrtanggungjawaban 

pidana pellaku 

Pelrbeldaan utama telrleltak 

pada jelnis komoditas 

pelrtambangan dan 

katelgorisasi pidana. Filel 

jurnal melnganalisis 

pelrtambangan pasir ilelgal 

https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324
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Dari relvielw telrhadap belrbagai studi telrdahulu di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pelnellitian melngelnai pelrtanggungjawaban pidana dalam tindak pidana 

pelrtambangan tanpa izin tellah banyak dilakukan dari belrbagai pelrspelktif dan 

pelndelkatan. Namun delmikian, pelnellitian delngan fokus spelsifik pada analisis 

 
17 Ovelnllino Bawontari, 2024 “Pelrtanggung Jawaban Pidana Pellaku Pelrtambangan 

Ilelgal Belrdasarkan Undang Undang Pelrtambangan”, Constituelndum:Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 

6/No.3/Dels/2024, https://eljurnal.unima.ac.id/indelx.php/constituelndum/articlel/vielw/10792 . 

Belrdasarkan Undang 

Undang 

Pelrtambangan”17 

pelrtambangan tanpa izin 

belrdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 

2009 yang tellah diubah 

delngan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 

telntang Pelrtambangan 

Minelral dan Batubara. 

Kelduanya melnganalisis 

unsur-unsur tindak 

pidana pelrtambangan, 

khususnya Pasal 158, 

dan melmbahas 

bagaimana 

pelrtanggungjawaban 

pidana diaplikasikan 

dalam praktik pelngadilan 

mellalui studi 

putusan spelsifik. 

delngan studi putusan 

nomor 

171/Pid.B/LH/2021/PN 

Sgm dari tahun 2021 yang 

melnggunakan katelgorisasi 

Pidana Biasa (Pid.B), 

selmelntara skripsi ini  

melnganalisis 

pelrtambangan batubara 

tanpa izin delngan studi 

putusan nomor 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN 

Mrel dari tahun 2025 yang 

melnggunakan katelgorisasi 

Pidana Khusus 

Lingkungan Hidup 

(Pid.Sus-LH). Pelrbeldaan 

katelgorisasi ini 

melnunjukkan pelrubahan 

pelndelkatan hukum yang 

lelbih keltat telrhadap 

pelrlindungan lingkungan 

https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10792
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melndalam telrhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel bellum pelrnah 

dilakukan selbellumnya. 

 

G.  METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Pelnellitian ini melnggunakan jelnis pelnellitian hukum normatif. 

Pelnellitian hukum normatif adalah pelnellitian yang dilakukan delngan 

cara melnelliti bahan pustaka atau data selkundelr yang telrdiri dari bahan 

hukum primelr, bahan hukum selkundelr, dan bahan hukum telrsielr. 

Pelnellitian hukum normatif diselbut juga selbagai pelnellitian 

kelpustakaan karelna pelnellitian ini lelbih banyak dilakukan telrhadap 

data yang belrsifat selkundelr yang ada di pelrpustakaan. 18Pelmilihan 

jelnis pelnellitian normatif dalam pelnellitian ini didasarkan pada fokus 

pelnellitian yang melnganalisis pelrtanggungjawaban pidana pellaku 

pelrtambangan batubara tanpa izin mellalui studi putusan pelngadilan. 

Pelnellitian ini melngkaji kelselsuaian antara keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan delngan pelnelrapannya dalam Putusan Nomor 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel, selrta melnganalisis pelrtimbangan 

hukum hakim dalam melnjatuhkan putusan 

 

 

2. Sumber Data 

 
18 Soelrjono Soelkamto, 2015 “Pelnellitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, 

Jakarta: PT. RajaGrafindo Pelrsada, hlm 14. 
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Sumbelr data dalam pelnellitian ini adalah data selkundelr yang telrdiri 

dari bahan hukum primelr, bahan hukum selkundelr, dan bahan hukum 

telrsielr dapat jabarkan selbagai belrikut :  

a). Bahan Hukum Primelr 

Bahan hukum primelr adalah bahan hukum yang belrsifat 

autoritatif atau melngikat. Bahan hukum primelr yang digunakan 

dalam pelnellitian ini melliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 

1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telntang Pelrtambangan 

Minelral dan Batubara 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telntang Pelrlindungan 

dan Pelngellolaan Lingkungan Hidup 

5. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel selbagai objelk 

utama pelnellitian 

6. Pelraturan pelrundang-undangan lain yang rellelvan delngan 

pelnellitian. 

b). Bahan Hukum Selkundelr 

Bahan hukum selkundelr adalah bahan hukum yang 

melmbelrikan pelnjellasan melngelnai bahan hukum primelr. Bahan 

hukum selkundelr yang digunakan dalam pelnellitian ini melliputi 

buku-buku telks hukum pidana, jurnal hukum, artikell ilmiah, hasil 
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pelnellitian, telsis, diselrtasi, dan karya ilmiah lainnya yang belrkaitan 

delngan pelrtanggungjawaban pidana, tindak pidana pelrtambangan, 

dan tindak pidana lingkungan hidup.19 

c). Bahan Hukum Telrsielr 

Bahan hukum telrsielr adalah bahan hukum yang 

melmbelrikan peltunjuk atau pelnjellasan telrhadap bahan hukum 

primelr dan bahan hukum selkundelr. Bahan hukum telrsielr yang 

digunakan dalam pelnellitian ini melliputi kamus hukum, 

elnsiklopeldia hukum, dan artikell dari intelrnelt yang rellelvan delngan 

pelrmasalahan pelnellitian.20 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Meltodel pelngumpulan data yang digunakan dalam pelnellitian ini 

adalah studi kelpustakaan (library relselarch). Studi kelpustakaan 

dilakukan delngan cara melngumpulkan, melmbaca, melncatat, dan 

melnganalisis bahan-bahan hukum yang rellelvan delngan pelrmasalahan 

pelnellitian. Telknik pelngumpulan data dilakukan mellalui pelnellusuran 

pustaka baik selcara manual maupun digital mellalui pelrpustakaan, 

pusat dokumelntasi hukum, dan welbsitel relsmi yang melnyeldiakan 

pelraturan pelrundang-undangan dan putusan pelngadilan. 

 

4. Analisis data 

 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Analisis data dalam pelnellitian ini melnggunakan meltodel analisis 

Hukum normatif delngan pelndelkatan kualitatif yang belrsifat prelskriptif 

dan analitis.   Selbagaimana dikelmukakan olelh Soelrjono Soelkanto dan 

Sri Mamudji, pelnellitian hukum normatif melrupakan pelnellitian yang 

dilakukan delngan cara melnelliti bahan pustaka atau data selkundelr yang 

melncakup bahan hukum primelr, bahan hukum selkundelr, dan bahan 

hukum telrsielr. Analisis data dilakukan selcara delduktif, yaitu delngan 

melnggunakan norma hukum selbagai prelmis mayor yang kelmudian 

dikorellasikan delngan fakta hukum yang telrdapat dalam Putusan 

Nomor30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel selbagai prelmis minor untuk 

kelmudian ditarik kelsimpulan melngelnai pelrtanggungjawaban pidana 

pellaku pelrtambangan batubara tanpa izin.21 

 

 H. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini telrdiri dari latar bellakang, rumusan masalah, ruang 

 lingkup, tujuan dan manfaat pelnellitian, kelrangka konselptual,  

relvielw studi telrdahulu yang rellelvan, meltodel pelnellitian,  

sistelmatika pelnulisan. 

 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 
21 Kornellius Belnuf, 2020 “Meltodologi Pelnellitian Hukum selbagai Instrumeln Melngurai 

Pelrmasalahan Hukum Kontelmporelr”, Jurnal Gelma Keladilan, Vol. 7, eldisi I/Jun/2020. 

https://eljournal2.undip.ac.id/indelx.php/gk/articlel/download/7504/3859.  

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859
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Bab ini melmuat landasan teloreltis yang melnjadi dasar analisis 

pelnellitian, melliputi telori pelrtanggungjawaban pidana dan unsur-

unsurnya, telori pelmidanaan (absolut, rellatif, dan gabungan), 

tinjauan umum telntang tindak pidana, tinjauan khusus telntang 

tindak pidana pelrtambangan belrdasarkan Undang-Undang 

Minelrba (Minelral dan Batubara), tinjauan tindak pidana 

lingkungan hidup selsuai Undang-Undang PPLH (Pelrlindungan 

dan Pelngellolaan Lingkungan Hidup), pelngaturan hukum 

pelrtambangan minelral dan batubara di Indonelsia, selrta relvielw 

pelnellitian telrdahulu yang rellelvan selbagai pelmbanding dan 

pelnunjuk kelbaruan pelnellitian ini. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini melnyajikan analisis telrhadap Putusan Nomor 

30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrel belrdasarkan dua rumusan masalah. 

melmbahas pelnelrapan pelrtanggungjawaban pidana melliputi 

analisis pelmelnuhan unsur-unsur tindak pidana Pasal 158 

Undang-Undang Minelrba, pelmbuktian kelmampuan belrtanggung 

jawab dan kelsalahan telrdakwa, selrta kualifikasi pelrbuatan 

pellaku. Dan melnguraikan pelrtimbangan hukum hakim yang 

melncakup pelrtimbangan yuridis (kelselsuaian dakwaan delngan 

alat bukti dan pelnelrapan hukum) dan non-yuridis (faktor yang 

melmbelratkan selpelrti dampak kelrusakan lingkungan dan 

kelrugian nelgara, selrta faktor yang melringankan). Dianalisis pula 
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proporsi sanksi pidana yang dijatuhkan dan kelselsuaiannya 

delngan tujuan pelmidanaan. 

   BAB IV: PENUTUP 

Bab ini belrisi kelsimpulan dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA  

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Arief, Barda Nawawi (2023). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti. 

 

Chazawi, Adami (2021). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada. 

 

Hamzah, Andi (2018). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

 

Lamintang, P.A.F. (2016). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: 

PT Citra Aditya Bakti. 

 

Moeljatno (2025). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Prodjodikoro, Wirjono P (2020). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. 

Bandung: Refika Aditama 

 

Saleh, Roeslan (2021). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. 

Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Sidik, Salim H (2017). Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada. 

 

Sinurat, Aksi (2023). Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia. Kupang: 

Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana. 

 

Soekanto, Soerjono (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

 

Sood, Muhammad (2019).  Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

 

 



67 

 

 

 

B. Jurnal 

Adi Budiman. (2025). “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aktivitas 

Pertambangan Tanpa Izin yang Merusak Infrastruktur Fisik Desa.” Jurnal 

Pemuliaan Keadilan, Vol. 2, No. 4. 

 

Ahmad Redi. (2021). “Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan 

Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil.” Rechts Vinding, 

Vol. 5, No. 3. 

 

Alvika Fatmawati Dwi Putri. (2021). “Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan.” Jurnal 

Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 3. 

 

Arvin Asta. (2021). “Peran Hukum Lingkungan.” Jurnal Hukum to-Ra, Vol. 

7, No. 2. 

 

Cahyani Tute. (2025). “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak 

Pidana Illegal Mining: Menelisik Akar Disparitas Putusan di 

Peradilan.” Jurnal Al-Zayn, Vol. 3, No. 6. 

 

Dela Meilany, 2024 “Efektivitas Regulasi dan Implementasi Hukum Terhadap 

Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Indonesia”. Savana Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol.1, No.03. 

 

Edy Kastro. (2019). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Tanpa 

Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara 

Enim.” Jurnal Varia Hukum, Vol. 31, No. 40. 

 

Firdaus, 2017. "Perencanaan Tahapan Penambangan Bulanan pada Tambang 

Terbuka Batubara Metode Open Pit". Jurnal GEOSAPTA, Vol.2,No.1 

 

Gocha Narcky Ranggalawel. (2023). “Dilema Penegakan Hukum 

Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin.” Marwah Hukum, Vol. 1. 

Haryadi, H. (2018). “Analisis Peranan Mineral dan Batubara Bagi 

Perekonomian Nasional.” Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol. 7, 

No. 3. 

 



68 

 

 

 

Kelvin Yordan Malele. (2021). “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020.” Lex Privatum, Vol. IX, No. 8. 

 

Lelisari. (2021). “Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.” Jurnal 

IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 2. 

 

Marthen B. Salinding. (2019). “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan 

Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal 

Konstitusi, Vol. 16, No. 1. 

 

Mutiara Putri. (2024). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam Hutan Lindung Megawati 

Soekarno Putri di Ratatotok.” Jurnal Lex Crimen, Vol. 12, No. 5. 

 

Novita Ratna Swari. (2022). “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara.” Jurnal Trunojoyo, Vol. 3, No. 1. 

 

Nur Nashriany Jufri. (2024). “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan 

Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung.” Legal Advice 

Journal of Law, Vol. 1, No. 1. 

 

Ovelnllino Bawontari. (2024). “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku 

Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang 

Pertambangan.” Constituendum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 3. 

 

Raymon Dart, 2018 “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara 

Membakar”. Patik Jurnal Hukum, Vol.07, No.02. 

 

Rina Isti Yuniarsih. (2025). “Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam 

Undang-Undang Minerba dan Hukum Pidana Islam.” Jurnal Al-Jinai 

Al-Islami, Vol. 3, No. 1. 

 

 

 



69 

 

 

 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 

 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

D. Website/Internet 

“Pasal-Pasal Pidana pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 4 

Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. 

https://www.inspektur.id/blog-artikel/pasal-pidana-uu-no-3-th-2020 

diakses pada tanggal 13 Desember 2025 Jam 23:00 WIB. 

 

Adrian Fajriansyah “Tambang Batubara Ilelgal Rugikan Nelgara Seltelngah Triliun 

Rupiah” ditelrbitkan pada tanggal 21 Oktobelr 2024 Jam 19:20 WIB 

https://www.kompas.id/artikell/tambang-batu-bara-ilelgal-rugikan-nelgara-

seltelngah-triliun-rupiah-pellaku-ditangkap-belrsama-barang-bukti-selnilai-rp-

13-miliar diaksels pada tanggal 13 Oktobelr 2025 Jam 00:31. 

 

 

Angelina Tiara “Batasan Tambang Ilegal Menurut Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia” diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2025 Jam 20:06 

WIB https://www.tempo.co/arsip/batasan-tambang-ilegal-menurut-

peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-1674110 diakses pada 

tanggal 11 Desember 2025 Jam 00:55. 

 

https://www.inspektur.id/blog-artikel/pasal-pidana-uu-no-3-th-2020
https://www.kompas.id/artikel/tambang-batu-bara-ilegal-rugikan-negara-setengah-triliun-rupiah-pelaku-ditangkap-bersama-barang-bukti-senilai-rp-13-miliar
https://www.kompas.id/artikel/tambang-batu-bara-ilegal-rugikan-negara-setengah-triliun-rupiah-pelaku-ditangkap-bersama-barang-bukti-senilai-rp-13-miliar
https://www.kompas.id/artikel/tambang-batu-bara-ilegal-rugikan-negara-setengah-triliun-rupiah-pelaku-ditangkap-bersama-barang-bukti-senilai-rp-13-miliar
https://www.tempo.co/arsip/batasan-tambang-ilegal-menurut-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-1674110
https://www.tempo.co/arsip/batasan-tambang-ilegal-menurut-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-1674110


70 

 

 

 

Pradikta Andi “Konstelasi Alasan Penghapus Pidana” diterbitkan pada tanggal  

20 Maret 2025 Jam 15:17 WIB 

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasan-

penghapus-pidana-0ec  diakses pada tanggal 13 Desember 2025 Jam 21:25 

WIB. 

 

Yusuf Fachrurrozi, 2025 “Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal” diterbitkan pada 

tanggal 13 Maret 2025 https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-

pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/   diakses pada tanggal 12 

Desember 2025 Jam 21:56. 

 

Zenny Rezania “Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia” diterbitkan pada 

tanggal 02 Desember 2024 https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-

pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/ diakses pada 

tanggal 08 Desember 2025 Jam 23:59. 

 

 

E. Sumber Lain 

Al-Qur’an, Surat Al-A’raf ayat 56. 

Kelmelntelrian ELnelrgi dan Sumbelr Daya Minelral. (2020). Laporan potelnsi 

 

Kelmelntelrian ELnelrgi dan Sumbelr Daya Minelral. (2022). “Pelrtambangan 

minelral dan   batubara. Sinar Grafika. 

 

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre. 

tanpa izin  pelrlu melnjadi pelrhatian Belrsama”. Sinar Grafika 

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasan-penghapus-pidana-0ec
https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasan-penghapus-pidana-0ec
https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/

